
Meng mg at 

a bahwa dalam rangka menyelenggarakan 
tuga:rtugas Pemerinlahan, Pembangunan dan 
Pelayanan kepada masyarakat, Kepala Oesa 
dibantu oleh Perangi<at Desa yang ferdiri atas 
Sekretatiat Cesa, Pelaksana Teknls Lapangen 
dan Unsur Kewilayahan; 

b. bahwa berdasarkan kelenlU8n Pasal 26 ayat 
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2005 tentang Cesa, kelllntuan leb h lanjut 
mengenal Perangkat Oen dtatur dengan 
PeraluranDaerah; . 

c. bahwa sehubungan dengan hat tersebut di 
alas maka per1u menetapkan Peraturan 
Daerah tenlllng Tata Cara Pencalonan, 
Pengangkstan dan Pembemcntian Perangkal 
OiHa; 

1. Un,u.ng-undang Nomor 13 Tahon 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-<laerah Kabupatcn 
Dalam Ungkungan Propin5t Jawa Tengah: 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tenlllng 
Pembentukan Peraturan Perundanjl· 
undangan (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Repoolik Indonesia Nomor 
43S9); 

Menlmbang 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 15TAHUN 2005 

TENTANG 

TATA CARAPENCALONAN, PENGANGKATAN, 
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS; 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2006 NQMQR 7 SERI E 

TATA CARA PENCALONAN, PENQANGKATAN, 
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 15 TAHUN 2006 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E 



f)alom Peraturo11 Oaerah oil yang d,makaud dengan: 
1. Daarah adalah Kabupaten Banyumas. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupad dan Pcrnngknl Daa,ah 

sebegal unsur ,,cnyotc,nggmom, pemelintah daerah. 
3. Bu pat I odalah Buµati 8a,1yu1nas. 
4 Camol adalah p,mp,nan perangkat daMah kecamatan yang 

w, ayah ke~anya mel1putl desa-desa yang bersangkuten 
5. Oe&a adalah kesatuen masyarakat hukum yang memilikl botas 

l)atas wilayah yang berwonang unluk mcmoatur dan ,nengurus 
kcpon1ingon mosymokat setempal yang d1aku1 dan dihormali 
cJalam Sistem Pemenntahan Negara Kesatuan Republlk 
lndones,a. 

6 Pemerintahan Dese edelah penyelonggaroon urusnn 
pemerintohon oloh Pe,nermtah Desa dan Sadan 
Pi,1musyawaratan Oesa dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempet berdaserken oool-ooul dnn 
edat lstiodat sctempal 

7 Pomc,intnh Desa adalah Kepala Oeea dan l'erangkal Desa 
sebaga, unsurpenyelenggara pemerlntahandesa. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Dcngon pcrsetujuan ~ereama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 
dan 

BUPATI BANYUMAS 

MEMUTUSKAN : 

Mcmotopkon . PERAlURAN DAERAH TENTANG TATA CARA 
PENCALONAN, PENCANGKATAN 0/\N 
PEMBERHENTIAN PFRANGKAT DtSA 

3. Undang-uncllng Nomor 32 TahUn 2004 
klntang Pemorlntehan Oaeroh (Lembaran 
Negara Republ1k Indonesia T,t,un 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembo ran Negar1 
Republlk Indonesia Nomor 4437) 
sebagafmana tcfoh dlubah <111ngan 
Peraturan Pemerlntah Penggantl 
Undong und11ng Nomor 3 Tahun 2005 
tenting Perubahan Allis Undong-<.1ndang 
Nomor 32 Tahun 2004 tantong 
Pemerintahan Oaerah (Lombaran Negara 
Republfk Indonesia Tahun 2004 Nomor 
38, Tombahan Lembaran Negua 
Republlk lndoneGi:J Nomor 4493) yang 
telah dltetapkan menjadl Undang-undong 
dengan Undan9-<.1ndang Nomor 8 Tahun 
2005 (Lembaran Negaro Rcpubllk 
lndoneale Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembomn Nogara Republlk 
lndonoslo Nomor4548): 

4. Peraturan Pernerintoh Nomor 72 Tahun 
2005 tentang Oesa (L..embaran Negoro 
Republik lndonc~la Tohun 2005 Nomor 
158, Tambahan Lembaran Ncgoro 
Rcpullllk Indonesia Nomor 4587): 

5. Peraturan Pcmcrlntah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pemblnoon don 
Pongawasan Panyelanggaraan 
Pamerintahan Oaeroh (Lomboron Nagare 
Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 
166, Tombahan Lambaran Negara 
Republik Indonesia Nomor41i93) 

6. Peraturan Daerllh Kabupaten Banyumoo 
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Padom1n 
Penyusunan OrganlBlllBI dan Toto Kcrja 
Pemerintohon Oesa (Lemberan D111rah 
Kabul)aten Banyumae Tohun 2006 Nomor 
2Sorl0). 
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(2) Bagi Anggota TNI, Anggota Polrl, Pegawa, BUMN/8UMO, 
Pegawai Negeri Sipil dan Peran9kat Oesa, disamping 
memenuhi syarat sebaga1mana dimaksud pada ayal (1), 
harus mendapall<an izin dati atasen yang berwenang. 

( 1) Yang dapat mencatonkan dan diangkat menjadl Pernngkat 
Oesa adalah pendudukdesa, dcngan syarat-syarat: 
a bertnkwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b setia kepada rancaslla sebagal Casar Negara, Undang 

undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesal\Jan 
Republik Indonesia sena Pemerintah; 

c. berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan 
Tingkat Pertama (SLTP} a tau sedemja~ 

d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling 
tinggi 50 (tima puluh) tahun; 

e bcrdomls11i diwilayah kcrja11ya, bagi cal on Kep~la Ousun: 
f sehat Ja$mani dan rohani yang dibuklikan dengan Surat 

Keterangan Dokler, 
g. berkelakuan ba1k yang dibuklikan dengan Surat 

Keteron9an dari Kepoi.s,an; 
h. tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana 

kejah:!Jtan dengan huku•>an paling slngka! 5 (hma) tahun; 
i. bdak dlcsbut hak p1hhnya t>erdasarkan Keputusan 

Pengadilan yang tolah mempunyal kekuatan llukom tetap; 
mengenal desanya dan dlkena1 oleh masyarakat desa 
setempat; 

k. befdomisili di w1layah Cesa y,ing bersangkutan paling 
slngkat 2 (dua) tahun; 

PasalS 

Baglan Kedua 
Pennokat Do.a Lalnnya 
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(2) Sekretaris Oese sebagnirnana dimaksud pada ayat (1) 
diangkat oleh Sekretarl9 Oserah alas nama Bupati. 

(1) Sekretaris Oesa diisl deri PeoE1Wai Negeri Sipil yang 
momenuhi persyaratan, yaitu: 
a. berpendidlkan paling rcndah SMU atau seclerajat; 
b mempunyai pengetahuan tentang tehnis pemerintahan; 
c. mempunyai kemampuan dlbidang admlnlstrasi 

perkantoran; 
d. rr.empunyai pengalaman dibidang admlnlstrasi keuangan 

dan dlb1dang perencanaan; 
e. memahamisosial budayamasyarakatsetempat, dan 
f. bersedla tlnggal dldcsa yang bersangkutan. 

Pasal2 

Bagian Pertama 
Sekr•taris Ona 

BABU 
PERSYARATAN CALON PERANGKAT CESA 

8. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang tet'dlri 
dari Sekretarls Oen sebaqal unsur staf, Kepala Seksi set,agal 
unsur pelaksana lapangan den Kepala Ousun sebagal unsur 
wRayah. 

9. Perangkat Cesa lainnya atau sebutan lain adalah unsur 
pembantu Sekdes, Kasi dan Kadus sepeiti kaur kcuangan, 
kaur umum, kayim, ulu-ulu, kebayen. polisi kcpak dan 
sebagainya. 

10. Duson adalah bagian wilayah dalam oosa yang merupakan 
llngkungan korja peltlksana Pemerintahan Cesa. 
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Pani\ia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 9Yal (1 ), mampunyai wewenang: 
a. melakukan pemeriksaan identltas bakalcalon Perangkat Oesa 

berdasarkan pcrsyaralan yang ditenl.\Jkan; 
b. menetapkan rangking calcn Persngkat Desa berdasarkan 

akumulasi n~al hasll ujian dan nilal PDT; 
e. mengajukan Caton PerangkatOesa kepada Kepala Desa; 
d. mengesahkan hasl penjaringan dan penyaringan Perengkat 

Oesa. 

Paaa1B 

Panltla Penjaringa,n dan Penyanngan se!Jagaimana llimaksud 
dalam Pas al 4 ayat (1 ). mempunyai tugas : 
a. menyusun jadwal kegiatan: 
b. mengefola anggaran secara efislen, efel<tlf, transp9ran dan 

akuntal,el; 
c. menyusun tsta tertib sesuai dengan ketentuan peraluran 

perundang-undangan yang berlalcu; 
d. melaksanakan sosialisasi lowongan Perangkat Desa kepada 

masyaraka~ 
e. melaksanakan pendaftaran Sakal calon Perangkat Desa: 
f. melaksanakan penyaringan calon Perangkat Oesa; 
g. menyiapkan tempat ujiancalon Perengkat Desa: 
h. metaksana1<8n penilaian h3sil ujian PerangkatDesa; 
I. mclaksanakan tertib admlnlstrasi pekiksanaan penjaringan 

dan penyaringan Pe<angkal Desa; 
J. Melaporkan Pelak&anaan Penjaringan dan Penyaringan 

Perangkat Oesakepada Kepala Deea. 

Paull 
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(1) Untuk kepelfuan pencalonan Parangkal Desa, Kepala Desa 
membentuk Panltia Penjanngan dan Pe,iyaringan Peningkat 
Desa dengan Keputusan Kepalo Oesa. 

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
keanggotaannya terdiri dart: 
a unsur Anggota BPD (diluar unsur Pimplnan BPD) paling 

banyak 20 % (dua puluh perseratus); 
b unsur Perangkat Desa paling banyak 10 % (sepu1uh per 

seratus): 
c unsur Tokoh Masyarakal paling banyak 20 % (dua puluh 

perseratus):dan 
d. unsur Punpinan Lembaga Kemasyarakatan Oesa p0lin9 

banyak50% (lima puluh per seratus). 
(3) Jumlah keanggotaan Panit!a dlsesuaikan dcng,in kondisi dan 

kemampuan keuangan Desa selempal 
(4) Susunan keanggotaan Panltia sebagaimana dimaksud pada 

ayet(1) terdiri dari: 
a. Ketua; 
b. \/Vakil Ketua, paling banyak 2 (dua) orang; 
c. Sekretaris: 
d. Seksi-seksi sesual dangan kebutuhan. 

(5) Oalam melaksanakan tugasnya, Pan ilia sebaga,mana 
dimaksud pada ayat (1) bertanggung Jawab kepada Kepala 
Oesa. 

Paul4 

Baglan Pertarne 
Pembentukan Panitla 

BAB Ill 
MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA 
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Sabelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan 
sull1!)ah/jenji yang susunan k.ata-katanya sebagal berikut 
·oemi Allah saya bersumpahlberjanji bahwa saya akan memenuhl 
kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat desa dengan sebaik· 
baiknya, sejujur-Jujumya dan seadll..adilnya, bahv1a saya akan 
sclalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancas11a 
sebagal Oasar Negara, dan bahwa saya akan menegakk.an 
kehidupan dernokrasi dan Undang-undang Dasar 1946 sebaga, 
Konstitus, Negara serta segala Peraturan Perundang-<Jndangan 
yang berlaku bagl Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daereh 
danDesa: 

(2) Paling lama 15 (lima betas) hari l<e~a sctelah P,mpinan BPD 
menerima pennohonan persetujuan dari Kepala Dcsa, 
Pimpinan BPD harus sudah memberlkan persetujuan 
tcrhadap Caton Perangkat Desa yang dlajukan olell Kepala 
Dea. 

(3) Apablla dalam jangka waktu sebaga,mana dlmaksud pada 
ayat (2) terlampaul, maka BPD dianggap tclah memberikan 
persetu1uan dan Kepala Desa menelapkan Galon Perangl<at 
Desamenjadi Perangkat Oesa. 

Baglan Ketig1 
Pelantlkan Perangkat Oesa 

Paaal 9 

(1) Datam Jangka waktu paling lama 7 (tujuh) harl kerja setelah 
menerlma pen;etuiuan tertulls sebagaimana dlmaksud dalam 
Pasal 8, Kepala Oesa harus sudah menerbitlmn Keputusan 
tentang Penetapan/Pengangkatan Perangkat D06a. . 

(2) Oalam jangka waktu paling lama 15 (lima betas) har1 ke~a 
sejak dltetapkannya Keputusan tentang Pengangkatan 
Perangksl Desa. Kepala Desa harus sudah me!antik 
Perangkat Oesa yang bersangkutan. 

Pasal 10 
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(1) Paling lama 15 (lima be las) harl setelan menerima has ii seleksi 
dari Panijia, Kepala Desa waJ1b mengajukan Calon Perangkat 
Desa yang memperoleh rangking tertlnggl untuk dimintakan 
pe,setuiuan dari Plmplnan BPD untuk ditetapkan menjadl 
Pe,angkat Oasa. 

(1) Lamaran diajukan secara tertulls kepada Kepala Desa iewat 
Panitia, dengan diampiri syarat-syarat yang tel ah ditentukan. 

(2) Panilia menelitl berkas lamaran yang <li<Jjukan oleh Cslon 
Perangkat Oen. 

(3) Apabila pelamer hanya satu orang dan telah memenuhi 
persyaratan yang telah dltentukan, maka terhadap pelamar 
ten;ebut dapat dlangkat sebagei Perangkat Desa oleh Kcpala 
Desa selelah mendapat persetujuan pimpinan BPD. 

(4) Dalam hal pimpinan OPO tidak menyetujui poogangkotan 
Perangkat Oesa sebagalmana dimaksud pada ayal (3) maka 
Panitla mengadakan seleksl perangkat desa tersebut. 

(5) Apabila pelamar yang memenuhi pcr,;yaratan lebih dari 
seorang, maka Panit,a menyeleksi calon Perangkat Desa 
dengan cara mengadakan ujian penyaringan dengan 
mempertimbangkan penilaian terhadap prestasi, declikasi dan 
slkaptidak tercela (Pon yang bersangkutan. 

(6) Hasll seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
dlrangklng berdasarkan j-lah nila, yang diperoleh masing 
masing calon perongkat desa dan disampaak.an kepada 
Kepaladesa. 

(7) Apabila berda~art<an hasi seleksi terdapat nilai tertinggi yang 
sama maka daadakan seleksi ulang yang diikuti hanya oleh 
calon p<J<angkal desa yangmemiliki n,lal yang sama. 

Paull 

B;iglan K..Sua 
Penjaringan dan Panyarlngan Perangkllt Dea• 

Paaal7 



ll 

(1) Perangkat Oesa dibe<h&ntll<an scrnentara oleh Kepala Oesa 
apabila dinyatakan melaku1<an lu1dak p1dana yang dlancam 
di,ngan pldana penjara pahng slngkst 5 (lirna) tahun 
berdasarkan keputusan pengadllan yang belum mempero1eh 
kel<uatan hukumtetap. 

(1) Perangkal Desa dapat dibementikan sementara oleh Kepala 
Desa apab~a d1kenakan pcnahanan karena diduga melakukan 
lindak pidana kejahatan can atau dndak p,dana yang 
bemubungan dengan jabatannya yang ancaman hukuman 
pldananya kurang Cl.Iii 5 (llrna) tahun 

(2) p.,mberher.tian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), terhitung sejak tanggal i:>anahanan sampai dcngan yang 
bersangkutan lidak d,kenai penahanan 

Paul 16 

Pasal 15 

Bagian Perlama 
P<lf11borhentian Semenlani 

BABVI 
PEIIIBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

b. meranr,kap jabatan sebagal Ketua dan/atau anggota BPD dan 
Lembaga Kemasyarakaten di Oesa yang bersangkutan; 

c. terllbat kompanye Pemi1han Umum, Pemillhan Presiden dan 
Pemilihan Kepala Daerah; 

d. merugil<an kepenlingan umum, mercsahkan seketompok 
masyarakat dan mendi$krlminasikan warga atau gotongan 
masyarakat lain: 

e. melakukan Kolus,, Korupsi dan Nepotisme, menenma uang, 
barang dan/atau Jase dari p1hak lain yang dapat 
meonpengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 
dilakul<annya; 

I. menyalahgunakanwewenang; den 
g. melanggar sumpahl]anji jabatan. 

Perangkat DH a dilarang : 
a. me,..ad, Pengurus Partai Politi<; 

Pnel14 

Masa jabatan Perangkat Desa akan berakhlr sampai dongan yang 
bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun. 

BABV 
LARANGAN PERANGKAT DESA 

Pasal 13 

BAB IV 
MASA JABATAN PERANGKAT DESA 

Biaya pencalonan d!lfl pengangkalan perangkat dasa dibebankan 
pada Peme~ntah Oesa dandarsa-dana lairv1yayang sah. 

Pllaal 12 

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipergunakan 
untuk: 
a. adminislrasi (pengumuman, undangan, fonnulir pendaftaran, 

pembualan surat kepulusan, pelap<)l'an dan lain sebagainya 
yang berkoilan dengan pros.s pencalonan den atau 
pengangkatan perangkat desa); 

b. penelitian syarat-syarat calon; 
c. honorarium Pan~ia, konsums1dan rapat-rapat. 
d. ponetapan dan pelantikan. 

Baglan K-,,pat 
Blaya P111ltia 

Pnal11 
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(1) Peranglwt Desa yang diberhentikan semenlam s9bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat diberhentikan oleh 
Kcpala Cesa Karena terbukti melakukan tindakan pldana 
berdasarkan pulusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

(2) Perangkal Cesa yang dibefhentikan semenlara sebagaimana 
dimaksud deism Pasal 16, d1berhentikan oleh Kepala Cesa 
Karena terbukti meiakukan tindak p1danaberdasarksn putuson 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan nukum telap. 

(3) Setelah dilakuken pemberhentlan Pcran9kat Oesa 
seba,gaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2), Kep,,Ja 
Desa membentuk Panitia Penjalin9an dan Penyarlngan 
Perangkat Cesa. 

\ 
I 

Pasal ZO 

b. permintaan sendiri; 
c. dibe<hentikan. 

(2) Perangkat Oesa diberhentikan oebi,gaimana dimaksud pada 
ayat(1) huruf c Karena: 
a. betaktiirmasajabalannya; 
b. 11dak dapal melaksanalran tugas secara berkeianjulan alau 

berhalangan tetap secara berlurut-turut selama 6 (enam) 
bulan; 

c. tidak lagl memenuhi persyaratan sebagal Perangkal Desa; 
d. dinyatakan melanggsrst.S11pahljan1i jabatan; 
e. tidak melaksanakan kewajlban sebagai Perangkat Cesa; 
f. melanggsrlaranganbagi PerangkatDesa; 
g mcninggalkan tugas dan kewajibannya tanpa izin dan 

Kepala Desa setama2 (dua) bulan berturut-turutdanlatau: 
n, metanggarperaturan disiplin aparat Pemerintah Deso 

(3) Pembementian Perangkst Desa dilakukan oleh Kepsla Desa 
dengan Keputusan Kepala Dess. 

J 

l2 

(1) PerangkatDesaberhentikarena: 
L menlnggal clunia; 

Pasal 19 

Baglan Kedua 
Pemberholntian 

Oalam hal Perangkst Deso diberhentikan sementsra sebogaimana 
dimakwd deism Pasal 15 ayat (1) dan Pesal 16, Kepala Oiisa 
menunjuk Perangkst Oesa lainnya untuk melaksanekan tugas dan 
kewajiban Perangkal Cesa yang diberhentikan scrnen1ara sampai 
crengan Perangkat Dosa yan11 bersangkutan tidak clikenal 
pemberhentian semen1ara atau dilantiknya Perangkat Cesa baru, 

(1) Pcmnglrat Cesa yang diberl,entikan semen1ara sebagaimana 
dimaksud dalam Passi 15 ayat (1) dan Pasal 16 setelah mclalui 
proses peradian lemyata tidak terbukti bersalah berdasarl<an 
putusan pengadllan yang tetah memperoleh kelruatan hukum 
tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dttetapkannya 
putusan pengadllan. Kepata Oesa harus merehabililasi 
dan/alau mengaktHl<an kcmbali Perangkat Desa yang 
bersangkutan sampaidengan akhir masa jabatan. 

(2) Apab,la Perangkat Cesa yang dlbert1entikan sementara 
scbaga,mana dimaksud pada ayot (1) telah berakhir masa 
Jallatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasl Pemnglral 
Oesa yang bersangkutsn. 

Paaal 18 

(2) Perangkat Cesa dlberhenll<an sementara oleh Kepala Desa 
karena berslatus scbagai tersangka melaktlkan tindak pidana 
korupsl, tlndak pidana teronsme, m&kllf atau tindek pidana 
terhedap keamanan negara. 

Pasa117 
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(1) Tingkathukumandlsiplmterd1ridari: 
a. hukun1an dis1pl1n nn93n: 
b. hukumandisip~nsedang; 
c, hukuman disiplin nerat, 

Perangkat Oesa yang melakukan pclanggaran disiplin aparatur 
Peoienntah Oesa sebagalmena dimal<sud dalam Pas al , 9 ayat (2) 
hurulhdapatdijatuhihukumandislplinolehKepalaOesa. 

Pasal 23 
(1) Tll'ldakan penyidlkan temadap Perangkat Oesa, dilaksanakan 

setelah adanya persetujuan tertulla <Wrl Kepala Oesa. 
(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagainana 

dimaksuddalamayat(1) adalah: 
a. tertangkap tang an melakukan tindak pldana kejahatan: 
b. diluduh telah melakukan tindak pldana kejahatan yang 

diancam dengan pidana mati. 
(3) Tindakan penyldlkan sebagaimana dimaksud ayat (2), 

diberilahukan secara lerlulis oleh atasan penyidlk kepada 
Kept1la Desa paling lama 3 (liga) hari. 

Pasal24 

Pasal25 Bagian Keempat 
Tingkat dan Jeni& Hukuman Oislplln 

BABVI 
TINDAKAN PENYlDIKAN TERHAOAP PERANGKAT OESA 

(1) Kepala Desa wajib memberitahukan secara tertubs kepada 
BPO lerhadap Perangkat Oesa yang akan diberhenllkan dan 
jabalannya sebagaimana d1meksud datam Pasal 20 dengan 
menyebulkan alasan-alasannya. 

(2) raling lama :i (tiga) hari setelah Keputusan Pemberhenhan 
diterbttkan, Kepala Desa harus menyampaikan Keputusan 
dimaksud kepada yang bersangkutan. 

Kepala Oesa wajib memberilahullan secara tettu119 kepada BPO 
atas pember11entian semenlara Perangkat Oesa sebagalmana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Passi 16. dengan 
menyebutl<an alasan-alasannya. 

Pasal 21 

Bagian Ketlga 
Mekanlsme Pemberncntian Perangkat Desa 

(2) Jenis hulwman disiplin ring an terdirldarl: 
a. teguran llsan; 
b. teguran tertulla, dan 
c. pernyalaan tidak puas secara lertulis. 

(3) Jen is hukuman dlsiplin sedang terdiridari. 
a. pengurangan bengkok sebesar ISO % (lima puluh per 

scratus) untukjangkawaktu paling lama6 (enam) bulan; 
b. pangurangan bengkok sebesar 50 % (lima puluh per 

seratus) untukjangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 
(4) Jenlshukumandisipilinberatterdiridari : 

a. pember11entian dengan hormat tid.ok alas permintaan 
sendiri; 

b. pemberl1entlantldakdenganhormal 
(5) Pedoman Peraturan Displin Aparat Pemerintah Dess dlatur 

lebih lanjutdengan Peraluran Bupati. 

Pasal 22 
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Paraturan Oaerah ini mulal ber1aku $e)ak tanggat diundangkan. 

Agor setiap orang mongelahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanrr1a 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. 

Pada saat Peraturan Oaerah lni mulai betlaku, maka Peraturan 
Oacrah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara PencaJonan, 
Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian 
Perangkat Oesa (lembaran Oaerah Kabupaten Banyumas tahun 
2000 Nomor 8 Sen 0) sebagaimana telah diubah den93n 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 (l-embaran Oaerah 
Kabupalen Banyumas Tahun 2004 Nomor 3 Seri D) dicabut dan 
dinyatakan tidak ber1aku lagl. 

Paaal 28 

SINGGtH WJRANTQ, SU, M,Hym. 
NIP. 500 086 364 

LEMBARAN DAE RAH KASUPATEN BANYUMAS NO 7 SERIE 

Paoal 27 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Oiundangkan di Purwoker1o 
Pada langgal 29 Desember2006 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

Tld. 

(1) Bagi Desa yang sedang melaksanakan penglslan Pcrangkat 
Desa keeuall Sekretaris Dess sebelum berlalwnya Peraturan 
Daerah lnl, porsyaratan dan mekanlsmenya letap 
menggunakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
yang ber1aku sebelumnya. 

(2) Sekrelaris Desa yang ada sebelum berlak\Jnya Peraturan 
Daerah ini te18p melaksanakan t1193snya sampai den9an 
berakhlmya masa jallatan atau Mt$Uli ketentuan pen.mdang 
un<langan yang berlaku. 

Pasal 26 
Oileb;lpkan di Purwokerto 
Pada tanggal 29 Desember 2006 

BUPATI BANVUMAS, 

Ttd. 

ARISSETIONO 

BABVIII 
KETENTUAN PERALIHAN 
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Dengan telah dlterbitkannya Peraturan Pemerintah Republlk 
Indonesia Nomor n Tahun 2005 sebaga.i implementasi 
Undang~ndang Homor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan 
Daerah sebaqaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Penggant, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerlntahan Dacrah yang lelah diletapkan dengan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 maka perlu menetapkan 
Perturan Oa~rah tetang Tata Cera Pencalonan, Pengankatan, 
Pemberhentran Sementara dan Pemberhenlian Perangkat 
Desa harus disesuaikan. 

CukupJelas. 
Cukupjelaa. 

PaNI 1 
Passi 2 
Pasal 3 
ayat(1) huruf a : 

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam kelentuan lnl 
adalah taat menjalankan kewajiban agamanya. 

ayat(1)hurufb : 
Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pemah 1erllbat 
gerakan separatis, tidak pemah molakul<on gerakan secara 
inkonslitus,onal a1au dengan kekerasan untuk mongubah 
Dasar Negara sorta tidak pemah melanggar Undang 
undang Casar 1945. 

ayat(1)hurufc : 
Yang dimaksud dengan be<pendidikan SLTP atau 
sederaJal dibuktik1111 <fengan ljazah formal yang telah 
dilegaltsasi oleh pejabat yang berwenang. 
Yang dimaksuddengan seclerajat SLTP adalah: 
(1) Oarlsekolahumum : 

a. Merniliki ijazah/STTB SMP. 
b. Memilikl surat keterangan yang 

berpenghargaan soma dengan STIB SMP 
(UperSMP). 

c. Memlllkl ljazsh p,ogram Paket B. 
d. Momiliki ija,ah/STIB setara SMP yang 

beradadibawah Dep. Agama seporti MTs. 
e. Memiliki ijazah/STTB SMP bagi sekolah yang 

d1selenggarakan oteh yayasan yang 
slalusnya telah disamakan/drakuiiterdartar. 

(2) Oarisekolah kejuruan : 
Memmki ijazahlSTTB : 
a. ST (Sekolah Teknlk). 
b. ST 4 tahun (Sc.kolah Teknik 4 Tahun>. 
c. SMEP (Sckolah Menengah Ekonomi 

Per1ama). 
d. SKP/SKKP (Sekolah Kepanduan 

Putrl/Sekolah Kesajahteraan Keluarga 
Pertama). 

Oalam Peraturan Oaerah lnl dlatur tentang lata cara 
pembentukan panitia penjaringan dan penyeringan perangkat 
desa, mekanisme seleksL kewajiban dan larangan, pelantikan 
dan pemberhentian perangkat desa Perubahan mendasar 
bert<aitan dengan nomeklatur penyebulan jabatan unsur 
pelaksana lckn,s lapongan dari sebutan kepala urusan menjadl 
kepala s,;ksi sesuai dengan kaidah penyusunan Susunan 
Organlsasi dan Tata Ke~a (SOTK), disamping itu datam rangka 
menegakan disiplin aparat pemefintahan desa dalam perda ini 
d1atui pula tentang jenlsdan tingkathukuman dlslplln. 

Dengan tetap menjujung tinggl kesamaan kedudukan, hak dan 
kewajiban warga negara, perangkat desa perlu, mendapat 
perlinclungan hukum secara proposional oleh karena iju dalam 
Peraturan Derah lnl me1199tur pula tenlang mekanisme 
penyidikan terahadap perangkal desa. 
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II. PENJB.ASAH PASAL DEMI PASAL PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 15TAHUN 2006 

TENTANO 
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN 
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT OESA 

I. PENJELASAH UMUM 
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hurufc : 
dalam pe11yusunan tata tertib, Parntia wajib berkonsultasi 
dengan Kepala Dasa dan Camat setempal. 

hurufd s/dj : cukupjelas. 
Pasal 6 cukup Jelas. 
huruf a sld b cukup jelas. 
hurufo : 

Apabila tetdapat lebih darl satu ca1on Perano1uit Oesa 
maka panltia berl<ewajiban menyusun rangking caton 
Perangkat Desa berdasarkan hasil seleksi. 

hurufd : clA<upjelas 
Pasal7 
ayat(1)91d(4) clA<upjelas. 
ayat(5) . 

Penila1an dengan ujian tertulls menggunakan soat 
plllhan ganda (multir:,lo Choice) 
Penilaian dengan menggunakan angka S111uan 
maksimal dengan nilai 100. 

Penilaian prestasl mellpu11 · 
Pendidikan lormal yang didasarkan ijazah atau SUrat 
Tanda Tamai Betajar (STTB). Calon dengan kfijeria 
penilaian sebagal berikut: 
a. SLTP,nilai6(enam); 
b SLTA, nilai 7 {IUjuh); 
c. Diploma I (01), nllal 7 ,5 (tujuh koma lima); 
d. Diploma II (02), nilai 8 (clelapan); 
c Diploma Ill (03), nilai 6,5 (clelapan kome llma); 
f. Strata 1 (S1), nltal 9 (semb~an); 
g. Strate2(S2), nilai 10 (sep<Jluh), 
h. Strata 3(63), n~m 11 (sebelas). 
Pend1dikan non formal didasarken pada sertifikat yang 
diperoleh calon melalul kursus-kursus ketrampitan yang 
mendukung polaksanaan tugas (menge1ik, komputer, 
akunlnnsi) dan untuk setiap kursus ketrampllen d[beri nilai 
1 (satu), 
Kejuaraan yan9 pornah diperoleh calon 5ebagai juara I 
yang dibukt1kan dengan piagam/Surat Ketera119an dongan 
kriteria penilalan sebagai barikut: 

e. STR (Sekolah Teknik Rer,dah). 
I. SKN/KKN (Sekolah Kerajinan Negeri/Kursus 

Kerajlnan Negerl). 
g KPA(Kursus Pegawai l\dminislrasi). 
h. SGS (Sekolah Guru 8). 
i. PGA4 tahun (Pendidikan GuruAgama<I Tahun). 
j. PGAB (J>endidlkanGuru Agama BJ. 
k. SPGC1 (SekclahPendidikanGuruC1). 
I. SPG C2 (Sekolah Pendidikan Guru C2). 

ayat(1)hurufdsldhurufJ : cukupjelas. 
ayat(1)hurufk : 

yang dlmaksud berdomisili edalah nyata-nyata bertemoat 
1inggal di Oesa yang bersangkutan dan dibul<likan dengan 
kepemilikan KTP Desa seternpal 

ayat(1)huruhl cukupJelas 
ayat(2) cukupjelas. 
Pasal4 
ayat(1)s/d(3) cukepjelas. 
ayat(4) 

Seksl-seksi minlmalterdiri dari: 
(1) Seksi PendaHaran1Peo1anngan. 
(2) Seksi Seleks!IPenyanngan. 
(3) Seksi Keamanan. 

ayat(S) cukupjelas 
Pasal5: 
huruf a cukup Jelas. 
hurulb 

(1) Yang d1makllud dengan efisien adalah menggunakan 
anggaran secara he mat dan tidak bersifa1boros. 

(2) Yang dimaksud elektlfadalah menggunakan anggarnn 
sesuai dengan sasaran yang telah diletapkan 

(3) Yang dimaksud clengan transparan adalah bers1fat 
ternuka. setiap komponen masyaraxat dapat 
mengetahui arah penggunaannya. 

(4) Yang dimaksud dengan akumabel adaleh dapat 
dlpertanggungjawabkan baik secara admin1slrasi 
maupun hukum. 



Bagi yang Beregama Hindu: 
Kata-kala DemiAlloah diganti OMATAH PARAMA WISESA. 

Bagi yang Beragama Bud ha: 
Kata-kata Demi Allah dlgantl DEMI SANG HYANG ADI 
BUD HA 

Pasal 11 : 
Yang dimaksud dana-clana lainnya yang sah adalah dana 
dana yang dlpemleh baksl calon/calon dan sumbangan 
yang bersilat tidak meng1kal. 

Pasal 12 : cukupJelas. 
Pasal 13 cukup jelas. 
Pasal 14 cukup jelas. 
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Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Pihak yang 
bflf'Nllnang. 

ayat(6)$/d(7) : cukupJelaa 
Pasal8 
ayat(1) : 

yang dimaksud dengan persetujuan Piq,inan BPD adalah 
persetujuan tertutis yang ditandatanganl oleh Ketua, Wakil 
Ketua dan Sekretaria BPD. Apabila Pimpil'lan BPD 
menglkutl pencalonan perangkat desa maka penietujuan 
tertulis ditandatangani oleh Unsur Pimpinon BPD atau 
AnggOla BPO terusa dan termuda. 

ayat(2) : oiNJpjetas. 
ayat(3) : 

yang dlmaksud BPD telah memberlcan persetujuan ya!u 
QJ)al>ila setelah diberi waktu sclama 16 (limabelas) hari 
untuk memberbn persetujuan temyata tenggang waktu 
tersebut ter1ampaui maka pimplnan BPD dlanggap telah 
memberikan persetujuan 

Pasal 9 . cul<up jelas. 
Pasal 10 : 

Bagi yang beragama Kristen Prostestan dan Kristen Katolllc 
Kata-kataDemiAlah diganti dengan DEMI TUHAN. 
Pada akhil' sumpah I janji . di!ambahkan kalimat Kl RAN YA 
TU HAN MENOLONG SAYA. 

a. Tingkaldesa, nilai 1(satu); 
b. Tingkat Kecama1an. nilai i (dua); 
c. Tingkat Kabupaten, nilai 3 (ttga); 
d. Tingkal Propinsi nilai4(empat): 
e. Tingkal Nasional. nilal 5 (llma): 
f. Tingkal Regional (A&ia Tenggara dan Asia) nilai 6 

(enam); 
g lingkal internasional/dunla. nilai 7 (tujuh); 
Untuk settaptingkat hanya diam bi I satu keiuaraan. 
Penilaian Dedikasi : 
Dedikasi adalah pengebdlan yang pernah dan atau sEldang 
dilakukan bakal Calon Perangkal Deso yang bersangkutan 
melalui lembaga dosa dan atau lembaga-lembaga 
kemasyarakatan desa la1nnya yang dibenluk, diakui dan 
d1blna oleh Pemetintah Desa sebagaimana tertuang dalam 
Perdes tentang Lembaga Kemasyarakatan Oesa yang 
kegialannya, mencakup kepenUngan masyarakat desa 
sctcmpat sepertl LMDIBPO, Hansip. RT, RW. LKMD. 
Karang Taruna, P2A, Kom~e 5'lkolah Dasar. Guru Honor 
TK/SDIMI dan lain scbagainya. 
PanUalan Pengsbd/an: 
Pengabdian yang din,lai adalah pe,,gabdian yang 
d1lakukan Sakal Calon Poroogkat Desa pada Lembaga 
Pemerintahan Oesa daniatau sebagai pengurus pana 
lembaga kemasya,raka!an d, desa yang bersanjkutan yang 
(hbuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan 
oleh pejabatyang berwenang. Masing-masing ~engabdian 
tersebut diben nilai 1 (satu) 
Cara penilalan : 
• Masa pengabdian 1-2 lnhun d1nilai 1 
• Masa pongabdian 2·3 IBhun dlnilal 2 
• Mas a pengabdian 3-4 lahun d,nilal 3 
• Masa pengabdian 4--5 tahun dinilai 4 
• Masa pengabdian 5-6 tahun dlnilai 5 
• Masapengabdian6-7lahundinilai6 
• Masa penl1'Jbdian 7 ·8 tahun dlnllal 7 
• Mas a pengabdian > 6 lahun dinda19 
Sikap Tercelallidak tercela: 
Untuk pcnila1an tercela dan tidak tercela calon adalah 
menurut hukum atau norrna-norma yang hidup dan 
berkembang dalarn masyaraka1 yang dibuktikan dengan 
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cukupjelu. 
oukupjolas. 
cukupJelaa. 
cukupJelu. 
cukup jelaa. 
cukup jelas. 
cukupjelas. 
oukup jolas. 
cukup jelas. 
cukup Jelaa. 
cukupjelaa. 
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cukup jelas. 
cukup Jelas. 

cukup jelas. 
cukup jelas. 

eyat (2) hurf e s/d h 
ayat(3) 
Pasal20 
Pasal21 
Paaa122 
Pasal23 
Pasal2,4 
Pasal26 
Pasal26 
Pasal27 
Pasal28 

Paaal1&: 
ava1(1J : 

Pemberhentlan Sementare Kepela dua ini bukan 
merupakon jenls hukumnn hanyu karcno yang 
be1ungkutan tic:11k dapat metaksanakan tugas sehari-hari 
selalru Kepala Desa. 

ayat(2) 
Yang dimaklUd dengan tidak dikenai penahanan adalilh 
yang bersangkutan penlhanannya dltangguhkan • masa 
penahanannya habis atau telah berubah status menjadl 
narapidana. 

Pasal ,e 
ayat(1) : 

PemberhenUan Sementara Kepala desa lnl bukan 
morupokon jonis hukumon honyo korono yang 
bemangkutron tidak dapal meloksanakan lugoo sehali-hari 
selaku Kapala 011611 . 

ayat (2) : 
PemberhenUan Sementara Kepala desa lnl bukan 
merupakon jenis hukumar, hanya karena yang 
bersangkutan tidak dapat metaksanakan tugas sehari-han 
selaku Kepala Oese. 

Pasal 17 
Pooal ,a 
Pasal 19 
ayat(1) 
ayat (2) huruf e 
ayat (2) hurufb 

Yang dirroksud dengan tidok dapat melaksanakan tugas 
secara berl\etaniutan dan atau berhalangan letap secara 
berturut-turut selama 6 (enam) bu Ian, tidak termasuk dalam 
rengka melaksanakan tugas keglatan yang ber1(altan 
dengan pemerlnlahan. 

ayat (2) hun.if c : cukup jelas. 
ayat(2)hurufd : 

Pernyotaan mokinggar su~ah~anji Jabatan ditotllpkon 
<:1engan KepulUaan Pengadolan. 


